: KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAY ALY
PROPTNST KALIMANTAN BARAT

Nomor ¢ 62/KEP/1985

tentang

Pemberian Izin Operasional Sekolah Swasta yang diselengga=-
rakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasts  di
Kalimantan Barat tahun ajaran 19685 / 1986,

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Propinsi Kalimantan Barat

Menimbang 3 a. Bahwa dalam rangka membantu Pemerintah dalam upaya perluasan kescme
patan untuk memperolech pendidikan, peran serta pihak swasta di dae-
rah Kalimantan Barat, cukup besar

be Bahwa sebagai perwujudan dari peran serka itu, telah diajukan per -
mohonan olch Yayasan-Yayasan atau badan~bodan penyelenggara selolah
swasta, untuk diizinkan membuka dan menyclenggarakan sekolah awasta
ce Bahwa dalam rangka pemblnaan terhadap sekolash-sckolah swastz serta
dalam rangka usaha untuk memberikan kepastian hukum terhadap bagi
seckolah=sekolah swasta yang baru itu, dipandang perlu untuk memberi
kan izin operasional bagl sckolah-sckolah swasta yang baru, yang me

mermhi persyaratan yang telah ditetapkan untuk pendiriannya.

Mengingat ¢ 1, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31

2. Ketetapan MPR nomor II/MPR/1983

3, Keputusan Presiden RI nomor 44 tahun 1974

4, Keputusan Presiden RI nomor /45 tahun 1974, sebagaimana telah diubah
/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden R No. 15 tahun 1902

5, Keputusan Presiden RI No, 74/M tahun 1978

6. Keputusan Mentord Pendidikan dan Kebudayaan
a. tanggal 22 Nopember 1902 No,03747U/1982
be tangeal 14 Maret 1983 Nol0173/0/1083
¢o tangral 12 Juli 1984 No,0304/0/196k

Te Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Uenegah Depdikbud
tanginl. 2%-2=1983 No4018/C/Kep/T 1983,

Memperhati

kan : Saranesoran gerta pendapat para Kepala Bidang Perdidikan Heveagah Woue,
Pandidikan Menengah Kojuruan soerta Ketua Tin Perbimbangen Poadukaan S
lah Sunsta,

MEMTTUSKAN
“eetapkan ¢

Tiama ¢ Hemberikan Lzin operasional kopadn sekolahwsekolah yarg namanys ter w
cantum dalam lanpiran surat keputusan ind



Kedua : ¢ Izin operasicnal yang diberikan ini dapat dicabut, apabila di kemudian

hari ternyatz balma sekolah swasta pemegang izin ini tidak mampu memew
mihi persyaratan scbagainana dicantunkan dalam Bab IT Pasal § dari Ke-
putusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud no =

mor 3 018/C/Kep/I 1983 tangenl 23 Sobruari 1983,

Keputusan ini berlalu sejak tenggal ditetapkan dan mempunyai daya s
rut sejok permulaan tahun ajaran 1985/1986 dengan ketentusn, bilemam
dikemudian hari ternyatn terdapat kekeliman atau kesalshan dalam pene

tapan ind, akan dilalakan perbailan dan pembetulan sebageimana mesti -

y2e
Ditetapkan di ¢ Pontianak
Pada tanggal ¢ 3 = 9 = 1965
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
/Propinsi Kalimantan Barat
TEMBUSAN YTH, s TP, 130015611
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Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta

Bapak Sekretaris Jenderal Depdikbud di Jakarta

Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Henengah Dendikbud di J akarta
Bapak Inspektur Jenderal Depdikbud di J akarta

Sdre Dircktur Dircktorat Sekelah Su
dan Menengah Depdikbud di Jakarta

Sdr,-Sdr, Kepala Bidang Pendidikan Formal dalam linskungan Kantor Wilayah
Depdikbud Propinsi Kelimantan Darat di Pontiamak '

Sdr.-Sdr. Kepala Kantor Dendikbud Kabupaten/Kotamadya di Kalimantan Dapat
Para Pengawas

asta Deriktorat Jenderal Pendidikan Da

sar

Sdr, Pengurus Musyawarsh Pe

; rguruan Swasta (MPS) Daerah Xalimantan Ra
di Pontianak,

Llrat




